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BUPATI SUKAMARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 28 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKAMARA, 
  
Menimbang : a. bahwa penjabaran APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 

2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 
28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2019, dimana dalam hal DAU Tambahan belum 

dianggarkan  dalam APBD Tahun Anggaran 2019, 
bupati/walikota menganggarkan DAU Tambahan dalam 
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 

  c.  bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah dan dengan adanya kegiatan yang mendesak 
yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta guna 
melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan 
Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
perlu diubah dan disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peratuan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 



ii 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 

Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4180);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5650); 

11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);  

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 465); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 701); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 103); 

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah  Tahun 2018 Nomor 60); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Nomor 49); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 
Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 

10). 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2,Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64). 

32. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2018 Nomor 29). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 28 TAHUN 2018 
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TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan  Pasal  1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula 

sebesar              Rp.691.484.934.725,61 bertambah sebesar 
Rp.1.278.970.000,00 sehingga menjadi Rp.692.763.904.725,61 dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah: 

a) Semula Rp   675.985.870.428,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp 168.556.000,00 

  Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan  Rp   676.154.426.428,00 

2. Belanja Daerah :   

a) Semula Rp   691.484.934.725,61 

c) Bertambah/(berkurang) Rp 1.278.970.000,00 

    Jumlah Belanja  Daerah Setelah Perubahan Rp   692.763.904.725,61 

   Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan                         Rp   (16.609.478.297,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah  

a) Semula Rp     22.500.000.000,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp       1.110.414.000,00 

Jumlah Penerimaan  Pembiayaan Daerah       

Setelah Perubahan Rp.    23.610.414.000,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :  

a) Semula Rp       7.000.935.703,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp                           0,00 

     Jumlah Pengeluaran   Pembiayaan Daerah  Rp       7.000.935.703,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp     16.609.478.297,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  Tahun Berkenaan (SILPA) Rp                           0,00 

  
2. Ketentuan  Pasal  2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

3. Ketentuan  Pasal  2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 
 

Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 
 

  Ditetapkan di Sukamara 
  pada tanggal  23 April 2019 

  BUPATI SUKAMARA, 
 
                                                                                           Ttd 

  
 

      WINDU SUBAGIO 
Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 23 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

 

          Ttd 
             

 
SUTRISNO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 7 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


